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A. PENDAHULUAN  
Kehidupan dunia ini dikendalikan oleh dua kekuatan besar, yaitu ekonomi 
dan keimanan (agama). Kehidupan ekonomi menjadi standar kehidupan suatu 
negara-bangsa. Keunggulan suatu negara diukur berdasarkan tingkat kemajuan 
ekonominya dan ukuran derajat keberhasilan menjadi sangat materialistik. 
Namun, timbul fenomena baru yang menunjukan bahwa kekuatan ekonomi 
tidak lagi terfokus pada kekuatan material semata, tetapi mengupayakan cara 
ilmu ekonomi bisa menyatu dengan kekuatan etika dan spiritual atau dikenal 
dengan integrative business ethic and spirituality. Para pakar sepakat, hanya 
sistem ekonomi berbasis etika dan moral yang layak tampil mengelola sistem 
ekonomi global. Pakar filsafat hukum Islam menyatakan, konsep integrative 
economic ethic hanya compatible dengan ekonomi Islam.2 Di sinilah 
signifikansi memahami hakikat ekonomi dalam kajian filsafat hukum Islam. 
Memahami hakikat saja terkait dengan subjek ekonomi dirasakan belum 
lengkap tanpa menelusuri ekspresinya dalam gerakan perekonomian yang 
dikedepankan para aktivis muslim. Di Uni Soviet ada institusi ekonomi yang 
dikenal dengan sebutan “bank sosial.” 3 Institusi ini dibedakan dengan bank 
komersil. Bank sosial mengelola dana dari masyarakat untuk masyarakat 
seperti koperasi di Indonesia. Sedangkan bank komersil lazimnya bank 
konvensional yang dikenal sekarang ini. Di era “keberakhiran sejarah” ini, yakni 
era kejatuhan sosialisme atas kemenangan kapitalisme dengan segala cacat dan 
kelemahannya, timbul „euforia‟ pergerakan ekonomi Islam di tataran dunia 
internasional. Sebagaimana diketahui, gerakan perekonomian Islam ini telah 
efektif membetuk mekanisme pasar global sistem keuangan syariah, khususnya 
industri bisnis perbankan syariah. Tentu saja menarik dipertanyakan mengapa 
pengembangan bank Islam lebih berorietasi bisnis daripada tujuan sosial. Apa 
yang menjadi landasan pengembangan ini dari perspektif keilmuan Islam. 
Indonesia biasanya memiliki sikap islamophobia terhadap subjek yang 
berbau syariah. Teori resepsi menyatakan, hukum Islam baru diangkat ke 
dalam sistem hukum nasional setelah hukum Islam itu menjadi adat kebiasaan 
di tanah air. Akomodasi sistem perbankan syariah berlangsung sangat cepat di 
                                                          
1 Dosen Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung 
2 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 6.. 
3 Dawam Rahardjo, Kompas Jum‟at 14 Februari 2014. 
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tanah air. Bank berprinsip nilai-nilai Islam ini pertama diperkenalkan di 
Indonesia tahun 1992. Dalam waktu singkat, pemerintah telah membentuk 
sistem perbankan syariah dalam undang-undang tersendiri tahun 2008. 
Regulasi sistem perbankan syariah yang sangat cepat merupakan fenomena 
baru dalam sejarah taqnin di Indonesia.4 Bahkan, regulasi paling tercepat 
sepanjang subjek taqnin sistem syariat. Demokrasi Pancasila sebagai sistem 
terbuka menjadi pintu masuk ratifikasi sistem perbankan syariah. Memang 
hubungan Islam dan negara di Indonesia selalu saling curiga selama ini. 
Namun, relasi Islam dan negara di Indonesia dalam aspek ekonomi telah 
menjadi ranah baru sekarang ini. Saat ini merupakan era dimana hukum 
dikendalikan oleh politik dan politik ditentukan oleh ekonomi. Akomodasi 
sistem perbankan syariah di Indonesia telah membantah teori resepsi. Ternyata 
penerapan sistem syariat di Indonesia tidak selalu menganut teori resepsi, 
tetapi dapat melalui ratifikasi sistem internasional dalam mekanisme pasar 
global. 
Penerapan sistem perbankan syariah di Indonesia bermakna 
pengembangan sistem ekonomi nasional. Tujuan pengembangan ini adalah 
pembangunan ekonomi sesuai amanat Pancasila, dan seiring dengan kebijakan 
akselerasi ekonomi. Selama ini Indonesia memiliki problem ekonomi yang 
paling krusial, yakni laju inflasi dan defisit transaksi berjalan. Laju inflasi 
mencerminkan adanya bagian-bagian yang belum lancar dalam matarantai 
perekonomian dalam negeri. Terutama akibat meningginya perilaku konsumsi 
barang. Sedangkan defisit transaksi berjalan disebabkan devisa negara terkuras 
habis tetapi bukan untuk produksi melainkan untuk membayar utang luar 
negeri. Utang luar negeri Indonesia hingga Juli 2014 telah melebihi Rp. 3.000 T 
(Tiga Ribu Triliun).5  
Kehadiran perbankan syariah di Indonesia semula dipahami untuk 
membatu mengatasi problem ekonomi Indonesia. Pada kenyataannya, 
perbankan syariah di tanah air mengalamai perkembangan yang semakin 
melebarkan jalan bagi terbentuknya masyarakat konsumtif.6 Suatu praktik yang 
bertentangan dengan tujuan Islam.7 Sehingga telah menuntut kajian ulang 
terhadap dinamika fatwa yang mengatur aturan kepatuhan syariah (syariah 
compliance), dan sekaligus memandang perlu menemukan asas konkordansi 
Pancasila dan Syariat. Dengan demikian, kajian filsafat dan politik hukum 
Islam diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
perkembangan perbankan syariah di Indonesia. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan berikut:  
1. Bagaimana hakikat ekonomi Islam berdasarkan falsafat al-tasyri? 
2. Bagaimana realitas gerakan perekonomian Islam menurut siyasah al-
syar’i? 
                                                          
4 Taqnin ialah transformasi fiqih ke dalam sistem hukum negara. Deddy Ismatullah, Sejarah Sosial 
Hukum Islam, Cet. III (Bandung: Tsabita, 2011), 34. 
5 Pikiran Rakyat, Ekonomi dan Bisnis, Kamis 2 Oktober 2014, 27.   
6 Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik, 30.  
7 MB Hendrie Anto, “Maqasyid Syariah: Analisis Kelembagaan Perbankan Syariah,” dalam Ulumul 
Qur’an: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan, 02/XXI (Jakarta: LSAF, 2012), 5. 
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3. Bagaimana sistem Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dilihat dari aspek 
substansi, struktur dan kultur hukum?  
4. Bagaimana dinamika perubahan fatwa DSN-MUI mengenai kepatuhan 
syariah (syariah compliance)? 
5. Bagaimana asas konkordansi Islam dan Pancasila tentang perbankan 
syariah? 
6. Bagaimana kajian filsafat dan politik hukum Islam tentang perkembangan 
perbankan syariah di Indonesia? 
 
 
C. Kerangka Pemikiran 
Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif (legal-doctrinal), 
dengan kerangka pemikran berikut: 
 
1. Teori Credo (Teori Syahadat) 
Teori credo (teori syahadat) ialah teori yang mengharuskan pelaksanaan 
hukum Islam oleh mereka yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Teori 
non-teritorialitas menyatakan, seorang muslim selamanya terikat untuk 
melaksanakan hukum Islam di mana pun ia berada, baik di wilayah hukum di 
mana hukum Islam diberlakukan maupun di wilayah hukum di mana hukum 
Islam tidak diberlakukan.8 
 
2. Teori Sistem Hukum (legal System) 
Sosiologi hukum mengelompokan hukum sebagai hukum yang hidup di 
dalam masyarakat apabila berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. 
Apabila berlaku hanya secara yuridis,  hukum termasuk kaidah yang mati. 
Apabila berlaku hanya secara sosiologis dalam teori kekuasaan, hukum hanya 
akan menjadi alat untuk memaksa. Apabila berlaku hanya secara filosofis, 
hukum hanya akan menjadi kaidah yang dicita-citakan.9 
Lawrence M. Friedman melihat, keberhasilan penegakan hukum selalu 
menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum, yaitu legal 
structure, legal substance dan legal culture.10 Legal structure merupakan 
batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Legal substance ialah 
aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-
lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam 
sistem. Legal culture merupakan gagasan, sikap, keyakinan, harapan dan 
pendapat tentang hukum.11 Friedman menambahkan komponen yang keempat, 
yaitu legal impact.12 
 
 
 
                                                          
8 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum, 133-134.  
9 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, Cet. Ke-3 (Jakarta: 
Rajawali Press, 1987), 13-14.  
10 Lawrence M. Friedman, The Legal System A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 
1975), 16. 
11 Lawrence M, Friedman, Law and Society An Introduction (New Jersey: Prentice Hall Inc, 1977), h. 6-
7.  
12 Lawrence M. Friedman, American Law: An invalueable guide to the many faces of the law, and how 
it affects our daily lives (New York: W.W. Norton & Company, 1984), 16. 
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3. Teori Perubahan Hukum Islam 
Islam memiliki watak yang dinamis sesuai perkembangan masyarakat. 
Perubahan hukum ditempuh melalui proses ijtihad. Ide hukum Islam perlu 
diperbaharui untuk pertama kalinya digulirkan oleh Ibn Taimiyyah (1263-
1328). Perubahan hukum di sini adalah perubahan fiqih.13 Ibn Taimiyyah 
populer dengan paradigma hukumnya, yaitu: “a-haqiqah fi al-a’yan la fi al-
adzhan.” Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam kenyataan (realitas) 
empirik, bukan dalam alam pemikiran atau alam idea. Ibn Taymiyyah meyakini 
bahwa hakekat yang paling otentik justeru ada pada realitas empirik, bukan 
pada realitas logik. 14 Ibn Taimiyyah berpandangan, definisi bukan faktor 
penting dalam memahami hakikat sesuatu. Pengetahuan tentang sesuatu dapat 
diperoleh melalui pengalaman empirik tanpa didefinisikan terlebih dahulu.15 Ia 
berhasil membangun epistemologi Islam yang komprehensif dengan kerangka 
metodologi qiyas al-syar’i yang sistematis.16  
Teori perubahan hukum Islam yang sistematis untuk pertama kalinya 
dirumuskan oleh Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah (1292-1356), yang kemudian 
menjadi kaidah fiqih (legal maxim), yaitu taghayur al-fatwa wa ikhtilafiha bi 
hasbi taghayyur al-azminati wa al-amkinat wa al-ahwal wa an-niyat wa al-
fawaid, “Perubahan dan perbedaan fatwa hukum dapat terjadi karena 
perubahan dan perbedaan waktu, ruang, kondisi, niat dan manfaat.”17 Ketika 
menjelaskan jenis riba, Ibn al-Qayyim menunjuk dua macam, riba jali (jelas) 
dan riba khafi (samar). Riba jali menurutnya, adalah riba yang mengandung 
kemudlaratan besar, sedangkan riba khafi adalah riba yang bila dikerjakan 
akan membawa kepada praktek riba jali.18 Ibn al-Qayyim tidak memberikan 
konsep linguistik pada dua katekori riba ini. Hal ini digunakan hanya untuk 
menujukan kenyataan yang berlangsung di masyarakat pada masa itu. Artinya 
yang penting adalah bahwa sebuah konsep dapat menjelaskan realitas. Halnya 
Ibn Taimiyyah, piranti ijtihad yang digunakan Ibn Qayim adalah qiyas al-syar’i 
meliputi metode melanjutkan hukum asal, maslahah mursalah, sadd az-
zari’ah dan sebagainya.19  
Tujuan perubahan fatwa Ibn Qayyim adalah keadilan (al-‘adalah), kasih 
sayang (ar-rahmah), kemanfaatan (al-mashlahah) dan kebijaksanaan (al-
hikmah). Setiap persoalan yang keluar dan menuju keaniayaan, menyimpang 
dari kasih sayang, kemaslahatan menuju kemafsadatan dan kebijaksanaan 
menuju hal yang sia-sia, itu bukanlah hukum Islam.20 Menurut Ibn Qayyim, 
tujuan hukum Islam yakni untuk kebahagiaan, kesejahteraan dan keselamatan 
umat manusia di dunia dan di akhirat.21  
 
                                                          
13 Deddy Ismatullah, Sejarah Sosial Hukum Islam, 298 dan 300. 
14 Ibn Taimiyah, Minhaj, 243. 
15 Ibn Taimiyah, Kitab al-Radd ‘ala Mantiqiyyîn (Bairut: Dâr al-Ma‟rifah, t.th.), 7.  
16 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 66-67. 
17 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin, Juz III (Bairut: Daar al-Fikr, 
t.th.), 14. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, 13. 
18 Ibn Qayyim, I‟lam al-Muwaqqi‟in, Juz II, 135.  
19 Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Al-Fawaaid (Cet.II., Beirut: Dar al-Kutub al-„Ilmiyyah, 1973 M.-1393 H.), 
xxv. 
20 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I‟lam al-Muawaqi‟in, 14. Beni Ahmad Saebani, Filsafat Hukum Islam 
(Bandung: CV. Pustka Setia, 2007), 31. Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum, 106. 
21 Ibn Qayyim, I‟lam al-Muawaqi‟in, 14.  
6 
 
4. Pelaksanaan Kaidah-Kaidah Hukum 
Syari'at ditujukan untuk “kemanfaatan” seperti tercakup dalam teori 
mashlahah.22 Kaidah fiqih menyatakan: al-mashlahah al-‘ammah muqaddam 
‘ala al-mashlahah al-fardliyyah. Para ulama telah merumuskan kaidah dasar 
muamalah, yaitu: “Hukum asal muamalah adalah bahwa segala sesuatunya 
dibolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya.” Sehubungan dengan hal 
muamalah, bisa jadi situasi dan kebiasaan yang ada tiap-tiap wilayah itu 
berbeda-beda. Selama kebiasaan dalam bertransaksi itu masih sesuai dengan 
spirit syariat, kebiasaan (adat) tersebut bisa diterima. Para ulama merumuskan 
kaidah: “Adat (kebiasaan yang dipraktikan) adalah menjadi dasar hukum.”  
Perbankan merupakan aspek yang diatur dalam syariah, yakni bagian 
muamalah. Pengaturan lembaga perbankan syariah dilandaskan pada kaidah 
ushul fiqih,   بِجاَو َوَُهف ِِهب َِّلاا ُبِجاَولا ُِمَتي َلا ْنَم “sesuatu yang harus ada untuk 
menyempurnakan yang wajib, maka ia wajib diadakan. Para pihak yang 
bertransaksi harus menjaga agar tidak menimbulkan mudarat. Sebagaimana 
kaidah: la dharara wala dhirara, “Tidak memudaratkan dan tidak 
dimudaratkan.” Para pihak dilarang menyebabkan kemudaratan dan dilarang 
membalas memudaratan dengan sejenisnya. Dirar sifatnya lebih dahsyat.23 
Dalam aspek muamalat terdapat asas adamul gurar¸ asas ini adalah kelanjutan 
dari asas antaradin, yang berarti bahwa pada setiap muamalat tidak boleh ada 
gurar, yaitu praktik yang menyebabkan satu pihak merasa dirugikan pihak lain. 
Akhirnya, Tuhan menciptakan stratifikasi sosial dimaksudkan agar saling 
tolong-menolong dan bekerja sama memenuhi kebutuhan hidupnya (Q.S. Az-
Zukhruf [43]: 32). 
 
 
  
                                                          
22 Muhammad Muslehuddin, Philosophy of Islamic Law and Orientalists: A comparative Study of 
Islamic Legal System, 1st Edition (Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1985), 156.  
23 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 147.   
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D. Postulat-Postulat Ekonomi Syariah 
Postulat-postulat ekonomi syariah sebagai berikut:24  
1. Langit dan bumi adalah milik Allah.25 Harta itu milik Allah, manusia hanya 
memegang amanah.26 Hak milik manusia adalah relatif, hak milik mutlak 
hanya pada Tuhan melalui institusi duniawi, yakni negara dan pemerintah. 
Pemerintah berhak mengatur lalu lintas status kepemilikan atas tanah. 
2. Allah menciptakan langit dan bumi untuk memenuhi keperluan hidup 
manusia.27 Semua keperluan manusia telah disediakan Tuhan, tetapi 
kecerdasan berserakan di muka bumi sehingga terjadi kelangkaan barang 
dan jasa di suatu tempat dan surplus di tempat lain. Oleh karena itu, 
terbukalah pertumbuhan dan perdagangan yang mendinamisasi dan 
memobilisasi kehidupan umat yang saling memerlukan satu dan lainnya. 
Ekonomi Islam menganjurkan untuk mewujudkan kemandiri-an ekonomi 
bagi umat dan tanpa memiliki kemandirian ekonomi agar bisa menjalankan 
fungsi ustadziatul 'alam (sokoguru dunia) dan menjadi saksi-saksi 
kebenaran atas umat lainnya.28 
3. Memperoleh harta melalui perniagaan dengan saling merekan, dengan tidak 
cara bathil: mencatat utang piutang dan jatuh temponya serta akuntabilitas; 
jujur dalam berusaha; dan menghindari jual-beli gharar, riba dan maysir. 
Firman Allah: اََشر ْٓ َع ًحَسبَجِر َْ َُٛىر ْ َأ َِّلَإ ًِ ِطَبجٌْ ِبث ُْ َُىٕ١َْث ُْ َُىٌا َٛ ِْ َأ اٍُُْٛوَأر َلَ إُٛ َِ َآ َٓ ٠ِزٌَّا ب َٙ ُّ٠َأ َب٠ َلَ َٚ  ُْ ُىْٕ ِ  ٍض
ب ًّ ١ِحَس ُْ ُِىث َْ بَو َ َّللَّا َّْ ِإ ُْ ُىَُسفْٔ َأ اٍُُٛزَْمر.
29 Usaha-usaha ekonomi tidak boleh bersentuhan 
dengan maysir dan spekulasi atau tindakan lain yang dilarang menurut 
Syari`ah. Allah berfirman:  َْ ٛ ُّ ُزَْىر ُْ ُزْٕ ُو ب َِ  ٌجِشْخ ُِ  ُ َّللَّا َٚ  ب َٙ ١ِف ُْ ُ ْرأَساَّدَبف بًسَْفٔ ُْ ُزٍْ َ َزل ِْرإ َٚ .
30 Allah 
berfirman:  َلَح ِضَْسْلْا ِٟف ب َّّ ِ  اٍُُٛو ُطبٌَّٕا ب َٙ ُّ٠َأ َب٠ ٌٓ ١ِج ُِ  ٌّٚ ُذَع ُْ َُىٌ َُِّٗٔإ ِْ بَط١َّْشٌا ِدا َٛ ُطُخ اُِٛعجََّزر َلَ َٚ  ًبِّج١َط ًلَ .
31 
Segala bentuk usaha, baik secara individual maupun kolektif, seperti 
lembaga atau institusi pemerintahan, mesti dipertanggungjawabkan atau 
memenuhi akuntabilitas. Setiap kegiatan perniagaan harus mendapat 
kepercayaan masyarakat dan negara untuk meraih kualitas bay mabrur, 
seperti dengan bantuan ilmu akuntansi untuk menjamin akuntabilitasnya. 
Firman Allah:  ْؤ ُّ ٌْ ا َٚ  ٌُُُٗٛسَس َٚ  ُْ َُىٍ َّ َع ُ َّللَّا َٜشَ١ََسف اٍُٛ َّ ْعا ًِ ُل َٚ َِحدب َٙ َّشٌا َٚ  ِت١َْغٌْ ا ُِ ٌِ بَع ٌَِٝإ َْ ُّٚدَُشزَس َٚ  َْ ُٕٛ ِ
 َْ ٍُٛ َّ َْعر ُْ ُزْٕ ُو ب َّ ِث ُْ ُُىِّئَجُٕ١َف.
 32  Firman Allah:   ًحَب١َح ََُّٕٗ١ِ١ُْحٍََٕف ٌٓ ِ ْؤ ُِ  َٛ ُ٘ َٚ  َٝثْٔ ُ أ ْٚ َأ ٍشََور ْٓ ِ  بًحٌِ بَص ًَ ِّ َع ْٓ َِ
 َ ِأث ُْ ُ٘ َشَْجأ ُْ ُٙ ََّٕ٠ِضْجٌََٕ َٚ  ًخَِّج١َط َْ ٍُٛ َّ َْع٠ اُٛٔبَو ب َِ  ِٓ َسْح .
33 Rasul bersabda:  ٌَُٗ َكٍِ ُخ ب َّ ٌِ  ٌشَّسَ١ ُِ  ًٌّ َُىف اٍُٛ َّ ْعا.
34 
                                                          
24 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 64-66. 
25 QS. Al-Baqarah [2]: 288; Ali Imran [3]: 109, 129, 180, 189; An-Nisa [4]: 131, 132; al-Maidah [5]: 17, 
18, 120; Al-An‟am [6]: 12; At-Taubah [9]: 116; Yunus [10]: 68; Ibrahim [14]: 23. 
26 QS. Al-Hadid: 7: "Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari 
hartamu yang Allah telah meminjamkan kepadamu." 
27 Ibrahim [14]: 32-33; An-Nahl [16]: 12 & 14; Al-Hajj [22]: 65; Luqman [31]: 29-30; Az-Zukhruf [43]: 1; 
Al-Jasiyah [45]: 12-13; Al-Anbiya [21]: 79; Sad [38]: 18. 
28 QS. al Baqarah [2]: 143: "Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang 
adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi 
saksi atas (perbuatan) kamu…" 
29 QS. An-Nisa [4]: 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di 
antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang 
kepadamu."  
30 QS. al-Baqarah [2]: 72: "Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seseorang manusia lalu kamu saling 
tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkap apa yang selama ini kamu sembunyikan." 
31 QS. al-Baqarah [2]: 168: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat 
di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah 
musuh yang nyata bagimu." 
32 Q.S. al-Nahl: 97 
33 Q.S. al-Taubah: 105 
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Rasul bersabda:  َّسٌا ِٗ ١ٍََْع َد ُٚ َاد ِ َّللَّا َّٟ َِجٔ َّْ ِإ َٚ  ِٖ َِذ٠ ًِ َّ َع ْٓ ِ  ًَ ُْوَأ٠ ْ َأ ْٓ ِ  اًش١َْخ َُّظل ب ًِ َبعَط ٌذََحأ ًَ ََوأ ب َِ َْ بَو ََل
 ًُ ُْوَأ٠  ِٖ َِذ٠ ًِ َّ َع ْٓ ِ .
35 Hadits Nabi:  ٍع١َْث ًُّ ُو َٚ  ِٖ َِذ١ِث ًِ ُج َّشٌا ًُ َّ َع َيَبل ُتَ١َْطأ ِتْسَى
ٌْ ا ُّٞ َأ ِ َّللَّا َيُٛسَس َب٠ ًَ ١ِل
سُٚشْج َِ .
36 Ekonomi Islam memerintahkan untuk berkreasi dan bekerja dengan 
baik.37 
4. Harta tidak boleh hanya beredar di antara orang kaya.38 Penga-turan dan 
distribusi barang dan jasa merupakan tugas institusi pemerintahan dan 
negara dalam rangka mensejahterakan rakyat secara adil. Islam 
menganjurkan untuk mengembang-kan harta dengan tidak membahayakan 
akhlak dan kepenting-an umum. Juga tidak diperbolehkan bagi pemilik uang 
untuk menimbun dan menahannya dari peredaran, dan umat dalam 
keadaan membutuhkan untuk memfungsikan uang itu untuk proyek-proyek 
yang bermanfaat dan dapat membawa dampak berupa terbukanya lapangan 
kerja bagi para pengangguran dan menggairahkan aktivitas perekonomian. 
Allah berfirman:   ْٛ َ٠ . ٍُ ١ٌِ َأ ٍةَاَزِعث ُْ ُ٘ ْش ِّشََجف ِ َّللَّا ًِ ١ِجَس ِٟف ب َٙ َُٔٛمِفْٕ ُ٠ َلَ َٚ  َخ َّضِفٌْ ا َٚ  َتَ٘ َّزٌا َْ ُٚضِٕ َْى٠ َٓ ٠ِزٌَّا َٚ ََ
 ب َٙ ِث ٜ َٛ ُْىَزف َُ َّٕ َٙ َج ِسَبٔ ِٟف ب َٙ ١ٍََْع ٝ َّ ُْح٠ ُْ ُزْٕ ُو ب َِ  اُٛلَُٚزف ُْ ُىُِسفْٔ َ ِلْ ُْ ُرْضََٕو ب َِ  َازَ٘  ُْ ُ٘ ُسٛ ُٙ ُظ َٚ  ُْ ُٙ ُثُُٕٛج َٚ  ُْ ُٙ ُ٘ َبجِج
 َْ ُٚضَِْٕىر.
39 Rasulallah Saw bersabda:  ٌبِطبَخ َٛ ُٙ َف َٓ ١ ِّ ٍِ ْس ُّ ٌْ ا ٍََٝع ب َٙ ِث َٟ ٍِ ُْغ٠ ْ َأ ُذ٠ُِش٠ ًحَشْىُح َشََىزْحا ْٓ َِ  
"Barangsiapa yang menimbun suatu timbunan bertujuan agar harganya naik 
atas kaum muslimin, maka ia bersalah".40  ِ َّللَّا ْٓ ِ  َاِشَث َْذَمف ًخٍَ١ٌَْ َٓ ١َِعثَْسأ ب ًِ َبعَط َشََىزْحا ْٓ َِ
 ُْٕٗ ِ  ٌََٝبَعر ُ َّللَّا َاِشَث َٚ  ٌََٝبَعر "Barangsiapa yang menimbun makanan pokok selama 
empat puluh hari dengan tujuan agar harganya naik, maka orang itu telah 
lepas dari Allah dan Allah pun berlepas darinya".41  ب ًِ َبعَط َٓ ١ ِّ ٍِ ْس ُّ ٌْ ا ٍََٝع َشََىزْحا ْٓ َِ
طَلْف ِْلْا َٚ  َِ َازُجٌْ ِبث ُ َّللَّا َُٗثَشَض "Barangsiapa yang menimbun makanan atas kaum 
muslimin, maka Allah akan menimpakan padanya lepra dan 
kebangkrutan."42 Sunnah telah memberikan tuntunan yang rinci tentang 
modal.43 Tujuan ekonomi itu untuk kesejahteraan.  َٓ ١ ِّ ٌََبعٍْ ٌِ  ًخ َّ ْحَس َِّلَإ َنَبٍْٕ َسَْسأ ب َِ َٚ .
44 
 َه١ٌَِْإ ُ َّللَّا َٓ َسَْحأ ب َّ َو ْٓ ِسَْحأ َٚ .
45 Nabi bersabda:  ب َِ  ب َٙ ١ِف ُْ ُ٘ ُّشُِم٠ ، ِدَبجِعٌْ ا ِِعفَبٕ َّ ٌِ  ُِ َِّعٌِٕبث ُْ ُٙ ََّصزْخا ًادبَّجَع ِ َِّللَّ َّْ ِإ
 ُْ ِ٘ ِش١َْغ ٌَِٝإ ب َٙ ٌَ َّٛ َحَف ، ُْ ُٙ ْٕ ِ  ب َٙ َعَضَٔ بَ٘ َُٛعٕ َِ  َاِرَئف ، بَ٘ ٌََُٛزث .
46 
                                                                                                                                                           
34 "Bekerjalah, karena setiap orang dimudahkan untuk melakukan apa yang dia diciptakan untuknya." 
al-Bukhari, Jami` al-Shahih (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Juz XV, 303. 
35 "Tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik dari apa yang ia makan dari hasil kerja 
tangannya, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud itu makan dari hasil kerja tangannya." al-Bukhari, Jami` al-
Shahih, Juz VII, 235. 
36 "Rasulallah ditanya, "Pekerjaan apa yang paling baik?". Rasulallah menjawab, "Pekerjaan seseorang 
dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." Ahmad ibn Hanbal, Juz XXXV, 137. 
37 QS. al-Mulk ayat 15: Artinya: "Dialah yang menjadikan bumi ini budak bagi kamu, berjalanlah di 
segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali) 
setelah dibangkitkan...". 
38 QS. Al-Jasiyah [45]: 7. 
39 QS. At Taubah: 34-35: "Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak 
menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) 
siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas-perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi 
mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu 
simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." 
40 Ibn Hanbal, Musnad Ahmad bin Hanbal (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Juz XVII, 305. 
41 Ibn Hanbal, Musnad, Juz VI, 184. 
42 al-Hafidh Abu `Abdullah Muhammad bin Yazid Ibn Majah, Sunan Ibn Majah, Juz VI, Dar al-Ihya' al-
Kutub al-`Arabiyyah, Beirut, t.t., 377. 
43 Lihat Ali Sakti, Analisis Teoritis Ekonomi Islam: Jawaban atas Kekacauan Ekonomi Modern 
(Jakarta: Paradigma dan AQSA Publishing, 2007), 59-60. 
44 QS. al-Anbiya' ayat 107: Dan tidaklah Kami utus engkau (Muhammad) melainkan sebagai rahmat 
bagi seluruh alam." 
45 QS. al-Qashash ayat 77: “Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu.”  
46 Artinya: "Allah memiliki hamba yang dikhususkan dengan nikmat agar bermanfaat bagi seluruh umat 
manusia. Lalu ditetapkan bagi mereka apa yang diwajibkan untuk dikeluarkan. Jika mereka menahan harta 
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5. Orang miskin mempunyai hak atas harta orang kaya. Allah berfirman:  ب َّ َّٔ ِإ
 ِسَبغٌْ ا َٚ  ِةَبل ِّشٌا ِٟف َٚ  ُْ ُٙ ُثٍُُٛل ِخَفٌََّؤ ُّ ٌْ ا َٚ  ب َٙ ١ٍََْع َٓ ١ٍِ ِ َبعٌْ ا َٚ  ِٓ ١ِوبَس َّ ٌْ ا َٚ  ِءاَشَُمفٍْ ٌِ  ُدَبَلذ َّصٌا ًِ ١ِجَّسٌا ِٓ ْثا َٚ  ِ َّللَّا ًِ ١ِجَس ِٟف َٚ  َٓ ١ ِ
 ٌُ ١ِىَح ٌُ ١ٍِ َع ُ َّللَّا َٚ  ِ َّللَّا َٓ ِ  ًخَض٠ِشَف.47 Ayat lain:  َلَ َٚشِثَْىزَْسر ْٓ ُٕ ّْ َر .48 Nabi bersabda:  َخَّ٠ِذ َٙ ٌْ ا َّْ ِ َئف ا ْٚ َدب َٙ َر
سْذ َّصٌا َشَح َٚ  ُت ِ٘ ُْزر.49 Firman Allah:  اًش٠ِزَْجر ْس َِّزُجر َلَ َٚ .   ُْ بَط١َّْشٌا َْ بَو َٚ  ِٓ ١ِطَب١َّشٌا َْ ا َٛ ْخِإ اُٛٔبَو َٓ ٠ِس َِّزج ُّ ٌْ ا َّْ ِإ
اًسُٛفَو ِٗ ِّثَشٌِ .50 Firman-Nya:  ٌَّا َٚب ًِ ا َٛ َل َهٌِ َر َٓ ١َْث َْ بَو َٚ  اُُٚشزَْم٠ ُْ ٌَ َٚ  اُٛفِشُْس٠ ُْ ٌَ اَُٛمفْٔ َأ َاِرإ َٓ ٠ِز .51 Nabi 
bersabda:  ِياَؤُّسٌا َحَْشثَو َٚ  ِيب َّ ٌْ ا َخَعبَِضإ َٚ  َيَبل َٚ  ًَ ١ِل ًبثََلث ُْ َُىٌ َِٖشَو َ َّللَّا َّْ ِإ.
52 Hadis menyebutkan: 
(  ْث ِٚش ّْ َع ِٓ ْث ِ َّللَّا ِذْجَع ْٓ َع ِصَبعٌْ ا ِٓ ): َب٠ ُفَشَّسٌا َازَ٘  ب َِ  َيَبَمف ُأ َّض َٛ ََز٠ َٛ ُ٘ َٚ  ٍذْعَِسث َّش َِ  َُ ٍََّس َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّللَّا ٍََّٝص َّٟ ِجٌَّٕا َّْ َأ
 ٍسبَج ٍش ْٙ َٔ ٍََٝع َذْٕ ُو ْ ِإ َٚ  ُْ ََعٔ َيَبل ٌفَشَس ِءُٛض ُٛ ٌْ ا َِٟفأ َيَبل ُذْعَس.
53 Hal ini terkait dengan 
ketentuan hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan (abstain from 
wasteful and luxurius living), di mana tindakan ekonomi dilakukan dalam 
rangka untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memuaskan keinginan. 
Allah berfirman:  ِجْس َِ  ًِّ ُو َذْٕ ِع ُْ َُىَزٕ٠ِص اُٚزُخ ََ ََدآ َِٟٕث َب٠ ُّتُِح٠ َلَ ُ َِّٗٔإ اُٛفِشُْسر َلَ َٚ  اُٛثَشْشا َٚ  اٍُُٛو َٚ  ٍذ
( َٓ ١ِفِشْس ُّ ٌْ ا31إُٛ َِ َآ َٓ ٠ِزٌٍَِّ  َٟ ِ٘  ًْ ُل ِقْص ِّشٌا َٓ ِ  ِدَبِّج١َّطٌا َٚ  ِٖ ِدَبجِعٌِ  َجَشَْخأ ِٟزٌَّا ِ َّللَّا َخَٕ٠ِص ََ َّشَح ْٓ َِ  ًْ ُل )  بَ١ْٔ ُّذٌا ِحَب١َحٌْ ا ِٟف
َب١ِمٌْ ا ََ ْٛ َ٠ ًخَصٌِ بَخ َْ ٛ ُّ ٍََْع٠ ٍَ ْٛ َمٌِ  ِدَب٠َ٢ْا ًُ ِّصَُفٔ َهٌِ َزَو ِخ َِ  (QS. al-A`raf ayat 31-32)
.54 Allah 
berfirman:  اًسُٛسْح َِ  ب ًِ ٍُٛ َِ  َُذعَْمَزف ِظْسَجٌْ ا ًَّ ُو ب َٙ ْطُسَْجر َلَ َٚ  َهُِمُٕع ٌَِٝإ ًخٌٍَُْٛغ َِ  ََنَذ٠ ًْ َعَْجر َلَ َٚ .55 Allah 
tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.56 Pengelolaan harta yang 
menjadi hak orang miskin yang ada pada orang kaya harus dilakukan oleh 
institusi negara dan pemerintahan.  
6. Pada dasarnya, segala bentuk transaksi dibolehkan, kecuali yang secara tegas 
dan tekstual diharamkan. Kaidah hukum Islam menyatakan al-‘asl fi al-
muamalat al-ibahat illa ma dalla al-dalil ‘ala tahrimih.  
                                                                                                                                                           
tersebut dengan jalan tidak mengeluarkannya, Allah menarik harta itu dari mereka dan digantikannya kepada 
orang lain." al-Mu`jam al-Kabir li Thabrani, Juz XI, 349. 
47 QS. al-Taubah ayat 60: "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-
orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu`allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, 
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai 
sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” 
48 QS. al-Mudatsir ayat 6: "Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang 
lebih banyak." 
49 Artinya: "Saling memberi hadiahlah kamu sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat 
menghilangkan sakit hati (dengki)." Al-Hafidh Abu `Isa bin Musa bin Saurah al-Turmudzi, Sunan Turmudzi, 
Juz VIII (Kairo: Mathba`ah al-Fajalah al-Jadidah, t.t.), 10.  
50  QS. al-Isra' ayat [17]: 26-27: "Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara 
boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar 
kepada Tuhannya." 
51 QS. al-Furqan ayat 67: "Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak 
berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang 
demikian."  
52 Artinya: "Sesungguhnya Allah membenci atas kamu dalam tiga hal: membual, banyak harta, dan 
menyia-nyiakan harta." Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Juz V, h. 328. 
53 Artinya: "Dari Abdullah bin `Amr bin al-`Ash bahwa Nabi Saw melewati Sa`ad ketika ia sedang 
berwudhu, beliau pun bersabda, "Mengapakah berlebih-lebihan ini wahai Sa`ad?" lalu Sa`ad berkata, 
"Apakah dalam wudhu ada tindakan berlebih-lebihan?" Beliau menjawab, "Ya, meskipun kamu berada pada 
sungai yang mengalir." Ahmad ibn Hanbal, Juz XIV, h. 306. 
54 "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan 
minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. 
Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya dan (siapa 
pulakah yang mengharamkan) rizqi yang baik". Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang 
yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari Kiamat. Demikianlah Kami 
menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui" (QS. al-A`raf ayat 31-32). 
55 "Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu 
mengulurkannya karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal." 
56 QS. Al-An‟am [6]: 141; Lihat juga Q.S Ar-Rum [30]: 38. 
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7. Jual beli adalah halal, sedangkan riba adalah haram; infaq dan sedekah 
ditumbuhsuburkan,57 sedangkan riba dimusnahkan. Allah berfirman:  ب َٙ ُّ٠َأ َب٠
 َٓ ١ِٕ ِ ْؤ ُِ  ُْ ُ زْٕ ُو ْ ِإ َبث ِّشٌا َٓ ِ  َٟ َِمث ب َِ  اَُٚسر َٚ  َ َّللَّا اُٛمَّرا إُٛ َِ َآ َٓ ٠ِزٌَّا.
58 Firman Allah:  اٍُُْٛوَأر َلَ إُٛ َِ َآ َٓ ٠ِزٌَّا ب َٙ ُّ٠َأ َب٠
 َْ ُٛحٍِ ُْفر ُْ ُىٍَََّعٌ َ َّللَّا اُٛمَّرا َٚ  ًخَفَعبَض ُِ  ًبفَبعَْضأ َبث ِّشٌا .59 Firman-Nya:  ِطبٌَّٕا ِيا َٛ ِْ َأ ِٟف َٛ ُثْشَ١ ٌِ  ًبثِس ْٓ ِ  ُْ ُ ز١ََْرآ ب َِ َٚ
 َْ ُٛفِعْض ُّ ٌْ ا ُُ ُ٘  َِهَئٌَُٚأف ِ َّللَّا َْٗج َٚ  َْ ُٚذ٠ُِشر ٍحبَوَص ْٓ ِ  ُْ ُ ز١ََْرآ ب َِ َٚ  ِ َّللَّا َذْٕ ِع ُٛثْشَ٠ ََلف.60 Hadits Nabi 
menyebutkan,  َيَبل ٍشِثبَج ْٓ َع:  َص ِ َّللَّا ُيُٛسَس َٓ ََعٌ ِٗ ٠َْذ ِ٘ بَش َٚ  َُِٗجربَو َٚ  ٍَُِٗوْؤ ُِ َٚ  َبث ِّشٌا ًَ ِوآ َُ ٍََّس َٚ  ِٗ ١ٍََْع ُ َّللَّا ٍَّٝ
 ٌءا َٛ َس ُْ ُ٘  َيَبل َٚ .61  
8. Negara dan pemerintah mempunyai hak pengendalian penga-wasan 
distribusi barang dan jasa, mekanisme pasar, dan melarang monopoli.62   
 
E. Pembahasan dan Temuan 
Pembahasan meliputi beberapa hal.  
 
1. Hakikat Ekonomi Islam 
Hakikat ekonomi berdasarkan Al-Qu‟an dan As-Sunnah yang menjadi 
postulat-postulat ekonomi Islam merupakan subjek filsafat hukum Islam. 
Secara metodologis, postulat-postulat tersebut menjadi prinsip dasar dan 
prediksi atas berbagai gejala ekonomi. Dari sini kemudian terbentuk teori dan 
ilmu-ilmu ekonomi Islam, yang dapat menjadi landasan praktis aplikasi 
perbankan syariah. 
Setidaknya, ada dua paradigma yang dikotomik, paradigma dogmatik dan 
paradigma sekuleristik.  
 
  
                                                          
57 QS. al-Mudatsir ayat 6. Sabda Rasul: سْذ َّصٌا َشَح َٚ  ُتِ٘ ُْزر َخَّ٠ِذ َٙ ٌْ ا َّْ ِ َئف ا ْٚ َدب َٙ َر "Saling memberi hadiahlah kamu 
sekalian, karena sesungguhnya hadiah itu dapat menghilangkan sakit hati (dengki)". Al-Hafidh Abu `Isa bin 
Musa bin Saurah al-Turmudzi, Sunan Turmudzi, Juz VIII, 10.  
58"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum 
dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (al-Baqarah [2]: 278). Lihat juga QS. Al-Baqarah [2]: 275; 
Ali Imran [3]: 130; Ar-Rum [30]: 39. 
59 "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan 
bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan" (Ali `Imran [3]: 130). 
60 "Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak 
menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai 
keridlaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatkan gandakan pahalanya" (al-
Rum [30]: 39) 
61 "Dari Jabir berkata, Rasulallah Saw melaknat pemakan riba, pemberi makan dengan riba, penulis dan 
saksinya, seraya bersabda: "Mereka sekalian sama." Naisaburi Abu al-Husein Muslim ibn Hajjaj al-Qusyairi 
al-Muslim, Shahih Muslim (Bandung: Dahlan, t.t.), Juz VIII, 288. 
62 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 64-66. 
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Relasi Islam dan Filsafat Yunani Kuno melahirkan nalar Arab: irfaniyyah, 
burhaniah dan bayaniyah. Nalar irfani menghasilkan kerangka mistisisme 
Islam, nalar burhani melahirkan pengetahu-an filsafat Islam, dan nalar bayani 
melahirkan keilmuan praktis Islam. Nalar Arab telah pernah melahirkan 
peradaban Islam. Namun, ilmu-ilmu ekonomi Islam yang menjadi landasan 
praktis perbankan syariah masih relatif langka sekarang ini. Aplikasi perbankan 
syariah didominasi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial konvensional. 
Padahal, pembentukan teori ekonomi Islam berbeda dengan proses 
pembentukan teori yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial. Para ahli ilmu 
sosial “berusaha mencari sesuatu yang belum diketahui” dengan “berdasarkan 
premis-premis yang telah diketahui.” Fakta menunjukan bahwa cara seperti ini 
tidak banyak membantu dalam ilmu ekonomi. Kehidupan nyata ini kompleks 
sehingga hampir mustahil memprediksi suatu kebijakan dengan tepat.63 Masa 
depan dalam teori ilmu sosial dikonstruksi berdasrkan kondisi objektif yang 
berubah-ubah. Maka konstruksi masa depan dalam ilmu sosial bersifat 
fatamorgana. Ilmu-ilmu sosial konvensional bersifat objektif, realtif dan 
absurd.  
                                                          
63 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 67-68. 
Realitas 
Abstrak 
Metafisik 
Realitas 
Simbolis 
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Secara hakiki, ilmu-ilmu Islam lebih tinggi dibandingkan ilmu-ilmu sosial 
konvensional. Memang dalam ilmu ekonomi Islam kondisi dan konstruksi masa 
depan yang diharapkan telah terumuskan sebelumnya, yakni berpusat pada 
kesejahteraan dunia (al-falah) dan akhirat (al-shalah). Namun, doktrin Islam 
yang bersifat sakral --yang berupa postulat-postulat dan prinsip-prinsip 
ekonomi Islam-- mengintervensi semua proses pembentukan teorinya. Tugas 
utama ilmu ekonomi Islam adalah merumuskan metode awal hingga akhir 
secara deduktif dan induktif. Sehingga ilmu-ilmu ekonomi Islam bersifat 
dogmatik (sakral) dan sekaligus objektif (temporal). Ilmu ekonomi Islam 
bersifat mutlak tetapi juga relatif dalam sejarah yang belum final, berpulang 
pada situasi kondisi ruang dan waktu. Sehingga tidak sepatutnya aplikasi 
perbankan syariah meangkomodasi secara besar-besaran ilmu sosial 
konvensional. Melainkan perlu dirumuskan dalam ilmu-ilmu ekonomi Islam 
tersendiri, meskipun bersifat ijtihadiyah. 
Secara elaboratif, hakikat ekonomi Islam hubungan dengan ilmu-ilmu 
ekonomi Islam sebagai manifestasi filsafat hukum Islam dapat dikemukakan 
beberapa hal. Pertama, hukum ekonomi Islam merupakan rumpun ilmu fiqih, 
tepatnya fiqih muamalah. Kedua, sumber ilmu hukum ekonomi Islam adalah 
wahyu (al-wahy al-matluw Al-Qur‟an dan al-wahy ghair al-matluw As-
Sunnah) dan juga ‘aql (akal) sebagai petunjuk yang “diturunkan” Allah 
langsung kepada umat manusia.64 Ketiga, proses pembentukan teori hukum 
ekonomi Islam dilakukan melalui deduksi dan induksi. Keempat, ciri hukum 
ekonomi Islam adalah berdimensi Illahi (Tauhidullah).65 Kelima, ilmu hukum 
ekonomi Islam bersifat normatif dan sekaligus positif. Keenam, tujuan utama 
hukum ekonomi Islam ialah al-falah, kesejahteraan lahir dan as-shalah, 
kesejahteraan bathin.66 Ketujuah, watak dan karakteristik hakikat ekonomi 
Islam secara esensial bersifat rahmatan li al-alamin.67  
 
2. Gerakan Perekonomian Islam 
Sejarah modern Islam ditandai oleh pergeseran pemikiran ke pergerakan 
ekonomi Islam. Bermula dari kalangan sarjana muslim yang nota bene belajar 
di Barat setelah melihat kemajuan ekonomi modern bermaksud mendirikan 
kembali kekhalifahan Turki Usmani yang jatuh tahun 1924.68 Namun, 
kemudian gagal hingga terbentuknya OKI. Gerakan ini ditandai dengan 
diselengarakan konfrensi ekonomi Islam secara teratur. Hasilnya, sejumlah 
pemerintahan Islam sudah mendirikan departemen atau fakultas ekonomi 
Islam di universitas-universitas mereka bahkan telah mulai mengislamkan 
lembaga perbankannya. Ketika terjadi peristiwa krisis minyak 1974, Syekh 
Zakki Yamani, Menteri Perminyakan Arab Saudi, melakukan embargo minyak 
sebagai senjata menekan Barat dalam menopang perjuangan Palestina. Barat 
menyadari kekuatan dunia Islam yang dapat mengancam kehidupan ekonomi 
                                                          
64 Juhaya S. Paraja, Ekonomi Syariah, 73. 
65 Tauhidullah merupakan kaidah dasar wahdatul umah atau integrasi umat. Endang Soetari Ad., 
“Indonesia: Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dalam al-Tadbir, 1-7. Juhaya S. Praja, Teori 
Hukum dan Aplikasinya (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 164. 
66 Abdurrahman al-Maliki, “al-Siyasah al-Iqtishadiyah al-Mutsla,” Terj. Ibnu Sholah, Politik Ekonomi 
Islam (Bangil: al-Izzah, 2001), 36-37.  
67 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 6. 
68 Ali Muhammad Ash-Shalabi, Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah, (Jakarta: Pustaka al-
Kausar, 2004), 186. 
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Barat. Hasil penjualan minyak dunia Islam secara nyata telah melahirkan 
kekuatan finansial negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara 
dan Asia Tenggara. Negara-negara itu menjadi negara petro dolar yang 
menimbulkan pemikiran untuk “memutarkan” uang mereka melalui lembaga 
keuangan syariah yang mengilhami para petinggi OKI hingga akhirnya 
berdirilah IDB tahun 1975.69  
Gerakan OKI-IDB dapat dipahami sebagai “tandingan” PBB-IMF. Perang 
Dunia II menimbulkan Great Depression yang melanda dunia. PBB 
mengadakan pertemuan untuk membahas kerangka kerjasama ekonomi 
internasional. Hingga melahirkan “Bretton Woods Agreements” dengan 
mendirikan IMF dan organisasi kembarannya, World Bank (Bank Dunia). 
Fungsi IMF ialah pengawasan berkaitan dengan aktivitas dan mekanisme 
negara-negara dalam menjalankan kebijakan ekonominya demi tercapainya 
pelaksanaan yang efektif dalam sistem moneter internasional. Ketika itu 
perekonomian dunia terbagi atas 1) sistem ekonomi liberal, 2) sistem ekonomi 
terpusat pada negara, dan 3) sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi liberal 
berlaku di negara-negara kapitalis di Eropa Barat. Sistem ekonomi terpusat 
pada negara berlaku di negara-negara komunis seperti Uni Soviet. Sistem 
ekonomi campuran berlaku di negara-negara yang baru merdeka. Amerika 
Serikat mempraktekkan konsep negara sejahtera (welfare state) dengan 
memanfaatkan keadaan dimana banyak negara yang membutuhkan bantuan 
ekonomi [dengan menanamkan pengaruhnya] jika tidak maka negara-negara 
tersebut akan masuk dalam pengaruh kekuasaan ideologi komunis Uni Soviet. 
Maka Amerika tampil sebagai negara kreditor bagi negara-negara di luar 
pengaruh Uni Soviet.  
Berakhirnya Perang Dunia II ditandai dengan dimulainya suasana Perang 
Dingin antara ideologi kapitalis dan ideologi sosialis. Setelah berakhirnya 
Perang Dingin yang ditandai dengan kejatuhan sosialisme, timbul sebuah tesis 
tentang “keberakhiran sejarah” (“The End of History”).70 Tesis ini memiliki dua 
makna, pertama, kejatuhan sosialisme menandai era baru kejayaan 
kapitalisme, kedua, bermakna peringatan akan berlangsungnya Perang Dingin 
ke dua antara Islam dan Barat. Sejumlah pengamat menyatakan bahwa analisis 
kedua-duanya dapat dibenarkan. Seorang sarjana meramalkan tentang 
kemungkinan akan terjadinya “perbenturan peradaban” (“The Class of 
Civilization”) antar-budaya di garis-garis perbatasan.71 Ia mengatakan bahwa, 
dengan runtuhnya komunisme, maka permusuhan Barat dengan komunis akan 
digantikan oleh permusuhan antara Barat dengan Islam.72 Dalam konteks 
tertentu, keberakhiran sejarah dapat pula dipahami sebagai dimulainya 
ketegangan antara IMF dan IDB. 
Sikap negatif terhadap Islam hari demi hari mulai terkikis. Masyarkat 
dunia setahap demi setahap menyadari akan hakikat Islam dan umatnya. 
Kesadaran utama sebagian pakar adalah terhadap ketimpangan yang 
membahayakan kehidupan dan hubungan umat manusia yang ditandai adanya 
                                                          
69 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 49.  
70 Francis Fukuyama, “The End of History and The Last Man”, Terj. Moh. Husein Amrullah, 
Kemenanangan Kapitalisme dan Demokrasi Liberal (Yogyakarta: Qalam, 2001), 1-5.  
71 Samuel P. Huntington, Benturan Antar Peradaban, Masa Depan Politik Dunia, dalam M. Nasir 
Tamara dan Elza Peldi Taher (ed.), Agama dan Dialog Antar Peradaban (Jakarta: Paramadina, 1996), 6-7.  
72 Lihat Afif Muhammad, Agama Konflik Sosial, 23.    
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kesenjangan antara negara maju dan negara yang sedang berkembang. Para 
pakar ekonomi dunia pun disadarkan oleh kegagalan program bantuan negara 
lembaga ekonomi semisal IMF yang menyebabkan penumpukan utang negara 
dunia ketiga, terkurasnya sumber daya alam, meningkatnya pengangguran, dan 
akhirnya memandegkan dan menstrukturkan kemiskinan. Penyebab utama 
semua itu adalah pandangan dasar yang keliru atas prinsip-prinsip dasar 
ekonomi yang kapitalistik. Kondisi ini mendorong upaya para pakar untuk 
mencari alternatif, dan alternatif itu jatuh pada sistem ekonomi Islam.  
Sejumlah negara di berbagai belahan dunia, termasuk negara-negara 
Eropa, Amerika, Singapura, Hongkong, bahkan China, telah menerapkan 
kebijakan islamic windows yang membuka dua sistem operasional, yaitu 
perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan syariah telah 
dipraktikan di negara bukan Islam dan telah dilaksanakan oleh orang-orang 
yang bukan muslim. Perbankan syariah, sebagai komponen ekonomi Islam, 
merupakan manifestasi gerakan perekonomian Islam OKI-IDB yang paling 
efektif memengaruhi sistem ekonomi dunia dalam mekanisme pasar global 
sejak pertengahan abad ke 20.  
Meskipun didahului oleh negara-negara lain, Indonesia mau tidak mau 
suka tidak suka menerima mekanisme pasar global. Sudah menjadi hukum 
pasar dimana pasokan meningkat sejalan dengan permintaan yang meningkat 
pula. Itulah sebabnya, pemerintah mengabulkan pendirian BMI tahun 1992. 
Terlebih sejak tahun 1990-an terjalin hubungan yang menguat antara 
pemerintah dan OKI-IDB. Indonesia selalu hati-hati dalam menerapkan 
kebijakan politik. Ketika kekuatan politik setelah PD II terbelah menjadi Blok 
Timur dan Blok Barat, Indonesia memilih gerakan Non-Blok yang berdiri tahun 
1961. Tahun 1992, Indonesia menjadi ketua gerakan Non-Blok. Indonesia juga 
terjalin dalam kerjasama regional ASEAN yang berdiri tahun 1967. Ketika 
APEC didirikan tahun 1989, Indonesia tidak bersedia bergabung, dengan alasan 
(1) ketidaksiapan menghadapi liberalisasi perdagangan bebas dan (2) alasan 
untuk menjaga rasa kerjasama di antara negara-negara ASEAN --yang nanti 
membentuk AFTA tahun 1992. Atau alasan khawatir APEC dianggap pesaing 
NAFTA (Amerika Serikat, Kanada, Meksiko) yang berdiri tahun 1965 atau 
GATT --yang nantinya membentuk WTO tahun 1995, bahkan belakangan APEC 
dituduh sebagai perlawanan TTP (Kemitraan Trans-Pasifik) yang digagas 
Amerika yang dipandang sebagai spekulasi Amerika untuk mengkonter 
pengaruh pertumbuhan China. Ketika Indonesia menajadi ketua gerakan Non-
Blok tahun 1992, pada saat itu timbul pertikaian dan perpecahan di Yugoslavia 
dimana Serbia menyerang Bosnia yang mayoritas Muslim, yang pada akhirnya 
Indonesia selaku ketua gerakan Non-Blok menggunakan APEC untuk 
menentukan posisi kepemimpinan Indonesia terkait dengan pertikaian di 
negara Yugoslavia tadi. Sehingga nanti, pasca berakhirnya Perang Dingin, 
Indonesia bergabung dalam APEC. Hal ini telah membuat IMF semakin 
menekan kebijakan moneter Indonesia. Pada tahun yang sama, yakni 1992, 
Indonesia mengabulkan pendirian BMI atas dukungan OKI-IDB. Sejak 1992, 
OKI-IDB memberikan dukungan riil dalam bentuk saham pada BMI. Di tahun 
yang sama pula yaitu tahun 1992, Indonesia menyelenggarakan PEMILU 
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dimana Presiden Soeharo berminat kembali menjadi presiden.73 Sebelumnya, 
tahun 1991 Presiden Soeharto turut serta menghadiri KTT ke-6 OKI di Senegal. 
Hubungan Indonesia dan OKI-IDB sangat intensif di tahun 1990-an ini. 
Sehingga Indonesia nanti tahun 1993 menyatakan kesediaannya untuk 
menerima mandat OKI sebagai ketua Committee of Six yang bertugas untuk 
memfasilitasi perundingan damai antara Moro dan Pemerintah Filipina. 
Jelaslah bahwa kondisi moneter Indonesia membutuhkan bantuan finansial 
OKI (IDB) selain dari IMF (Bank Dunia).  
Barangkali, bergabungnya Indonesia pada APEC merupakan kesalahan 
sejarah, sehingga membuat IMF semakin menekan kebijakan moneter 
Indonesia yang mengakibatkan jatuhnya kepemimpinan Muhammad Soeharto 
tahun 1998. Seharusnya, Indonesia langsung menggunakan OKI dalam 
memberikan dukungan terhadap Bosnia. Sebab, hubungann OKI-IDB dan 
Indonesia cukup beralasan di mata dunia mengingat Muslim Indonesia 
merupakan penduduk terbesar sedunia. Keberadaan OKI-IDB telah 
mempercepat proses legislasi Undang-Undang Perbankan Syariah. Sudah 
merupakan komitmen OKI-IDB untuk membantu transformasi qanun 
perbankan syariah di negara-negara Muslim. Saat ini, OKI-IDB memberikan 
dukungan dan komitmen yang tinggi bagi pengembangan ekonomi syariah di 
Indonesia. Pemerintah Indonesia ditenggarai bermain “politik dua kaki,” yakni 
berpihak kepada OKI-IDB dan tergantung pada PBB-IMF di sisi lain.    
  
3. Sistem Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 
Regulasi Undang-Undang Perbankan Syariah berlangsung dalam beberapa 
tahapan. Pertama, tahap pengenalan Bank Syariah sebagai bank dengan 
prinsip bagi hasil, tercermin dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, 
meskipun belum menegaskan istilah syariah. Kedua, tahap penguatan yang 
merupakan penegasan akan Bank Syariah, tercermin dalam Undang-Undang 
No. 10 Tahun 1998, dimana bank konvensional diperbolekan membuka unit 
bank syariah. Ketiga, tahap justifikasi yang memberikan keputusan atau 
pembenaran terhadap eksistensi Bank Syariah dalam Undang-Undang No. 21 
tahun 2008.74 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan Syariah merupakan usul 
inisiatif hak DPR RI sejak 2005. Undang-Undang Perbankan Syariah disahkan 
tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR RI. Hanya Fraksi Partai 
Damai Sejahtera (FPDS) yang menolak RUU tersebut. FPDS mengingatkan, 
seharusnya Undang-Undang yang berlaku umum tidak memasukkan prinsip-
prinsip kelompok tertentu saja ke dalam sistem hukum nasional sehingga akan 
berimplikasi dualisme hukum. 75 
Legislasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 didasarkan beberapa 
pertimbangan formal. Pertama, pertimbangan filosofis belum menyentuh 
aspek fundamendal ekonomi terkait dengan konsep-konsep semisal demokrasi 
ekonomi, ekonomi kerakyatan, pembangunan nasional dan mekanisme pasar 
berkeadilan. Faktor dominan pertimbangan dibentuknya undang-undang ini 
                                                          
73 Atang Abd. Hakim, Fiqih Perbankan Syariah, 58. 
74 Yadi Janwari, “Penerapan Prinsip Tadrij dalam Proses Regulasi Perbankan Syariah”, dalam Al-
Manhaj, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VI No. 2 (Purwokerto: APIS (Asosiasi Peminat Ilmu Syariah) dan 
STAIN Purwokerto, 2012), 307. 
75 Sumber Naskah DIM RUU Perbankan Syariah, April 2008. 
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lebih disebabkan mekanisme pasar global sistem perbankan syariah. Kedua, 
pertimbangan sosiologis juga belum menyentuh harapan-harapan yang paling 
mendasar dari akar sosiologis atau basis sosio-kultur ekonomi masyarakat. 
Pertimbangan ini lebih sebagai tinjauan statistik pertumbuhan institusi bank 
syariah. Tumbuhnya bank syariah terlepas dari akar sejarah Indonesia. Ketiga, 
pertimbangan karakter khusus telah menempatkan perbankan syariah sebagai 
entitas yang tidak bisa dicampurkan dengan sistem perbankan konvensional, 
namun pengembangan ini tidak sampai menerapkan full fledged Islamic 
financial system yang menuntut pembentukan bank sentral Islam. Keempat, 
pertimbangan yuridis menunjukan tumpang tindihnya sistem terkait dengan 
independensi kelembagaan dan kompetensi syariat, dimana sistem hukum 
perbankan syariah masih berada dalam kesatuan secara terintegrasi dengan 
sistem-sistem konvensional. Sehingga berjalannya sistem menjadi tidak 
sistemik. 
Penegakan hukum perbankan syariah memiliki beberapa problem yang 
cukup mendasar. Pertama, substansi hukum perbankan syariah memiliki 
ketimpangan yang cukup lebar dengan benak (horizon) masyarakat. Kedua, 
struktur hukum perbankan syariah ditunjukan oleh problem struktural yang 
relatif tumpang tindih sebagai konsekuensi dari pengaturan dual system secara 
ambigu. Ketiga, kultur hukum perbankan syariah ditandai dengan fenomena 
penyimpangan terhadap kepatuhan syariah disebabkan kapasitas institusional 
perbankan syariah yang cenderung bisnis (profit oriented) sehingga 
memuluskan jalan terbentuknya masyarakat konsumsi. Keempat, penegakan 
sistem perbankan syariah telah memiliki kepastian hukum, namun maraknya 
perbankan syariah tidak diimbangi dengan lembaga pendidikan yang memadai. 
Perbankan syariah di Indonesia baru pada islamisasi nama kelembagaanya. 
Belum islamisasi para pelakunya secara individual dan secara material. 
 
4. Dinamika Perubahan Fatwa DSN-MUI 
DSN-MUI mempunyai kewenangan memutuskan aturan-aturan kepatuhan 
syariah berdasarkan sumber-sumber syariat atas berbagai persoalan yang 
diajukan oleh pemohon (mustafti). Sumber dasar penetapan fatwa DSN-MUI 
banyak didasarkan ijma’ (konsensus) ulama yang kemudian mendapat 
justifikasi melalui ijtihad jamai’ di lingkungan DSN-MUI. Sedangkan sumber 
penguat lainnya lebih banyak merujuk pada fatwa Forum Ulama Internasional 
negara-negara anggota OKI yang ditegaskan dalam Rapat Pleno DSN MUI. 
Segala persoalan perbankan syariah relatif sudah tersedia dalam lembaran-
lembaran fatwa di Forum Ulama Internasional. 
Setiap produk fatwa DSN-MUI selalu berbunyi berdasarkan pertimbngan 
“kebutuhan” masyarakat. Sebanyak 95 keputusan fatwa sampai Oktober 2014, 
sebagian besarnya diputuskan berdasarkan permohonan dari kalangan pebisnis 
bank syariah. Fatwa DSN-MUI ditetapkan untuk mengatur jenis-jenis 
transaksi, seperti akad mudharabah, akad murabahah, dan akad musharakah. 
Dilihat dari aspek produktifitas, DSN-MUI lebih banyak mengeluarkan fatwa 
untuk mengatur produk Pembiayaan Akad Murabahah.  
Pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah pada mulanya 
menggunakan metode proporsional. Namun, pada tanggal 21 Desember 2012 
dikeluarkannya fatwa DSN-MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang Metode 
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Pengakuan Keuntungan Tamwil bi al-Murabahah, sehingga pengakuan 
keuntungan pembiayaan murabahah berubah dari metode proporsional 
menjadi metode anuitas. Fatwa ini menyatakan bahwa metode pengakuan 
keuntungan at-tamwil bil murabahah yang al-shalah (bermanfaat) dalam 
masa pertumbuhan LKS adalah metode anuitas. Keputusan ini mengundang 
polemik di masyarakat. Timbul kritik yang menyatakan perbankan syariah 
semakin tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional.  
Transaksi murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan 
tambahan keuntungan yang disepakati. Secara akuntansi, transaksi jual-beli 
islami ini diatur dalam PSAK 102 tentang Akuntansi Murabahah yang keluar 
tahun 2007. Sebelumnya, ketentuan akuntansi terkait transaksi syariah diatur 
di dalam PSAK 59 mengenai Akuntansi Perbankan Syariah. Pada tahun 2007, 
pengaturan atas transaksi syariah pada PSAK 59 digantikan dan dijabarkan 
lebih lanjut pada PSAK 101-110. PSAK 102 merujuk pada pengertian 
murabahah secara umum dan diterima dalam konsep fiqh muamalah.  
Namun, PSAK 102 banyak tidak diaplikasikan secara penuh oleh 
perbankan syariah. Fakta membuktikan, bank syariah banyak menerapkan 
konsep murabahah dalam bentuk pembiayaan murabahah. Entitas syariah 
hanya menerapkan PSAK 102 sepotong-sepotong dan menggabungkanya 
dengan PSAK 55 tentang instrument keuangan, yang hanya diambil pada 
bagian yang menguntungkan perusahaan. PSAK 102 itu tidak mengatur 
penggunaan metode anuitas dalam transaksi murabahah, yang diatur justru 
penggunaan metode proporsional. Sejak itu, perdebatan di industri perbankan 
syariah soal boleh-tidaknya penggunaan metode anuitas sudah mengarah ke 
resistensi. Banyak bank syariah keberatan dengan PSAK 102 ini, terutama tidak 
diaturnya metode anuitas. Pada waktu itu yang merasa keberatan terhadap 
PSAK 102 dimotori oleh beberapa pemain besar. 
Tepat tanggal 23 Oktober 2013, DSAS (Dewan Standar Akuntansi Syariah), 
sebagai lembaga yang menyusun standar akuntansi terkait transaksi syariah, 
melakukan public hearing terhadap ED PSAK 102 tentang Akuntansi 
murabahah. Hal yang paling menarik dalam ED ini adalah terbukanya ruang 
untuk “pengakuan” murabahah sebagai bagian dari pembiayaan, selain juga 
“wujud” asli murabahah sebagai moda jual beli. Keberadaan murabahah 
sebagai pembiayaan merupakan bagian dari proses akomodir terbitnya fatwa 
DSN MUI No 84 yang mengizinkan Bank Syariah untuk mengakui keuntungan 
murabahah dengan metode anuitas. Tentu saja dengan penggunaan metode 
anuitas ini, secara substantif murabahah dalam bank syariah bukan lagi 
sebagai bentuk akad jual beli, namun secara faktual berfungsi sebagai bentuk 
pembiayaan (financing).76  
Pada Januari 2013, DSAS menerbitkan Buletin Teknis 5 (Bultek 5) 
mengenai Pendapatan dan Biaya terkait Murabahah serta Buletin Teknis 9 
(Bultek 9) mengenai Penerapan Metode Anuitas dalam Murabahah. Penerapan 
PSAK 102 dan PSAK 50, 55 dan 60 ini bukan merupakan kebijakan akuntansi 
yang bersifat pilihan atau not policy option choice. Meskipun begitu, DSAS IAI 
sangat menyadari bahwa terdapat elemen dalam gabungan PSAK 50, 55 dan 60 
tersebut yang belum sesuai dengan karakteristik syariah.  
                                                          
76 Terlebih ED ini mempertegas bahwa jika murabahah sebagai moda pembiayaan maka bank yang 
bersangkutan diharuskan menerapkan PSAK 50, 55 dan 60. 
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Meskipun telah keluar fatwa MUI dan revisi PSAK dari DSAS IAI, bukan 
berarti polemik penggunaan anuitas di bank syariah menguap begitu saja. Bank 
Syariah menetapkan keuntungan 7,22 persen pertahun untuk tenor 10 tahun. 
Sementara itu, bank konvensional hanya 7 persen. Hal demikian terjadi,  
karena margin keuntungan di bank syariah bersifat tetap dan pasti (fixed rate), 
sedangkan pada bank konvensional bunga yang diberikan bersifat 
mengambang dan berubah-ubah sesuai kondisi pasar (floating rate). Dengan 
demikian, resiko yang dihadapi oleh bank syariah lebih tinggi karena tidak 
dapat berubah mengikuti kondisi pasar, oleh karena itu margin keuntungan 
menjadi lebih tinggi.  
Margin keuntungan bank syariah yang sifatnya tetap, menjadi daya jual 
pembiayaan syariah untuk pembiayaan dengan tenor panjang, karena 
memberikan kepastian dan rasa aman kepada nasabah bahwa angsuran tidak 
akan naik bila terjadi perubahan kondisi makro ekonomi seperti inflasi, 
devaluasi dan krisis likuiditas yang mengakibatkan naiknya suku bunga 
pinjaman bank. Pada pembiayaan murabahah margin keuntungan yang 
tercermin dalam angsuran tidak akan berubah naik, mesikpun terdapat 
perubahan kondisi ekonomi. Namun demikian, pihak pengusaha perbankan 
syariah menilai metode proporsional itu monoton tidak agresif.  
Itu sebabnya, para pebisnis perbankan syariah menuntut pemperlakukan 
metode anuitas. Dalam metode proporsional, dalam satu transaksi, marjinnya 
bukan besar di awal dan kecil di akhir (anuitas) tapi tetap sama sejak awal 
hingga akhir dalam satu periode (proporsional). Mengapa industri keuangan 
syariah ngotot menerapkan metode anuitas. Implementasi metode anuitas itu 
dinilai cukup agresif, terutama dalam pengakuan laba atau marjin di tahun 
awal. Akibatnya, kinerja kelihatan “kinclong” di awal. Apalagi porsi transaksi 
murabahah di perbankan syariah mencapai 70-80 persen dari keseluruhan 
transaksi. Anuitas dijadikan strategi kompetisi dengan bank konvensional. Pada 
tahun 2014 aset bank konvensional yang hampir Rp. 4.300 Triliun, aset bank 
syariah jelas tidak ada apa-apanya. Karena anuitas itu akan memfasilitasi laba 
besar di tahun-tahun awal. Artinya, itu sudah jelas. Padahal, menurut OJK, 
dalam PSAK 102 sebelum revisi, jika memang akadnya disebutkan sebagai 
murabahah, entitas wajib menggunakan metode proporsional. Itu sebabnya, 
sampai tanggal 9 Mei 2014,  OJK dan DSN-MUI mulai membahas ulang konsep 
fatwa tentang anuitas syariah.  
Secara dinamis fatwa DSN-MUI telah menetapkan beberapa perubahan, 
yakni perubahan metode proporsional ke anuitas, perubahan moda jual beli ke 
pembiayaan (financing), perubahan murabahah murni ke penyesuaian, dan 
perubahan dari pasif ke agresif. Di sinilah pokok persoalan bahwa bank syariah 
tidak ada bedanya dengan bank konvensional. 
 
5. Asas Konkordansi Pancasila dan Syariat 
Asas konkordansi adalah penyesuaian terhadap kondisi yang ada di suatu 
negara tertentu. Pancasila adalah objektivikasi Islam. Esensi Islam dan 
Pancasila tidak bertentangan, tetapi kenyataan eksistensinya (sejarahnya) 
dapat saja keduanya dipertentangkan terutama untuk melayani kepentingan-
kepentingan kelompok sosial. Sebagai sistem simbol keduanya memiliki 
hakikat sendiri. Dan keduanya memiliki cara sendiri untuk melestarikan. 
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Memang telah pernah terjadi perseteruan. Namun kesalahan pastilah tidak 
terletak pada ajaran yang murni di kedua belah pihak, tetapi dalam praktik. 
Demikianlah, sama-sama murni antara Islam sebagai agama dan Pancasila 
sebagai ideologi tidak ada pertentangan, tetapi sama-sama praktis 
(mensejarah) antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi dapat 
bersebrangan. Itu disebabkan perbedaan kepentingan politik.77 Maka 
konkordansi Islam dan Pancasila melalui pendekatan ekonomi dapat 
menghasilkan teori baru. 
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Merumuskan Konstruksi Ekonomi Ummat  
Tuntutan Syariat dan Amanat Pancasila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mula pertama ditentukan metode untuk mencapai kondisi adil, rahmat, 
maslahat dan hikmah, berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa untuk konteks 
Indonesia. Kemudian realitas Tuhan sebagai sumber postulat dan prinsip-
prinsip dasar hukum Islam dihubungkan dengan realitas ummat dalam ruang-
waktu dan kondisi tempat ikhtiyar yang bersifat pragmatik, maka menghasilkan 
realitas simbolis, yakni “Posisi ruang yang tidak memikiki kepastian yang 
tepat.” Berdasarkan realitas simbolis inilah kemudian dirumuskan konstruksi 
adil, rahmat, maslahat dan hikmah sesuai tuntutan Syariat dan amanat 
Pancasila bagi masa depan ekonomi Indonesia. 
                                                          
77 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997), 79-89. 
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Saat ini, tantangan yang paling besar adalah berbagai penyesuaian dalam 
mempersiapkan dan menghadapi keterbukaan ekonomi yang semakin intens. 
Arus dunia telah menjadi semakin terintegrasi. Arus perdagangan antarnegara, 
arus informasi dan modal yang terus meningkat. Batas komersial dapat 
mengalahkan batas negara. Berbagai perusahan raksasa internasional dengan 
berbagai keunggulan yang mereka miliki dengan mudahnya lalu-lalang di pasar 
domestik. Hal ini terjadi dalam lingkup globalisasi, McDonaldisasi dan bahkan 
glokalisasi. Glokalisasi adalah lawan globalisasi yang membentuk hibridasi 
yang bukan lokal dan bukan global; yang tidak bisa direduksi secara hitam 
putih sebagai budaya lokal maupun budaya global.78 Melalui McDonalisasi 
tercipta masyarakat yang bukan lagi masyarakat komoditas barang dan jasa 
melainkan masyarakat komodifikasi sebagai proses dimana semakin banyak 
aktivitas manusia yang memiliki nilai moneter dan menjadi barang yang 
diperjualbelikan di pasar. Juga tercipta masyarakat hiper-realitas atau dunia 
yang melampaui realitas yang bersifat artifisial atau superfisial yang tercipta 
lewat teknologi simulasi dan rekayasa pencitraan yang mengambil alih dunia 
realitas yang alamiah. Pada era ini manusia larut dalam hegemoni promosi 
yang memproduksi tanda-tanda pemenuhan hasrat. Dalam era post-modern, 
eksistensi manusia kemudian terjalin secara tidak terpisahkan dengan iklan, 
gaya hidup dan perilaku konsumsi. Akhirnya, hidup manusia diusahakan untuk 
mencari “waktu senggang” dan konsumsi berlebih. 
Memang setelah Perang Dunia II, praktis IMF dan Bank Dunia menjadi 
mitra pembangunan yang penting bagi Indonesia. Namun, seiring dengan 
meningkatnya utang luar negeri Indonesia, IMF dan Bank Dunia semakin 
mendikte Indonesia. Akhirnya, kebijakan IMF dan Bank Dunia sangat 
merugikan rakyat. Kenyataan ini merupakan konsekuensi logis bahwa 
Indonesia yang menganut ideologi Pancasila yang sifatnya terbuka telah 
membuka lebar masuknya instrumen-instrumen ekonomi kapitalis.79 
Akibatnya, wajah ekonomi Indonesia tidak jauh berbeda atau hampir menjadi 
kembaran dari ekonomi kapitalis. Para pakar menilai bahwa Indonesia belum 
siap memasuki pasar bebas FTAAP dalam APEC yang dipercepat menjadi tahun 
2020. Bahkan, Indonesia juga Indonesia pun belum siap bersaing dalam 
Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.80 OKI melalui IDB telah 
berkomitmen membatu Indonesia dalam menghadapi kemungkinan timbulnya 
krisis Indonesia di masa depan. Sehingga dapatlah dirumuskan proyeksi 
perbankan nasional berdasarkan asas konkordansi Syariat dan Pancasila. 
 
  
                                                          
78 Bagong Suyanto, Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-
Modernisme (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2013),158-169. 
79 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 75. 
80 Republika, Indonesia Harus Dorong Daya Saing Nasional (Rabu 12 Nopember 2014; Jakarta: 
Republika, 2014), 8.  
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Indonesia sudah sangat tergantung kepada bantuan luar negeri untuk 
modal pembangunan, dan sebagian devisa negara disubsidikan kepada 
masyarakat karena daya beli yang masih rendah. Pada saat yang sama berbagai 
industri raksasa internasional terus membombardir masyarakat dengan 
barang-barang impor melalui iklan-iklan sehingga terciptalah masyarakat 
konsumeristik. Industri dan perusahaan asing pun membuka usaha di dalam 
negeri untuk mendekatkan barang-barang konsumen kepada masyarakat 
mengingat upah tenaga kerja di dalam negeri relatif murah. Daya beli yang 
rendah dengan tingkat konsumsi yang tinggi akhirnya tercipta laju inflasi yang 
tak terbendung. Devisa negara sangat kecil karena keuntungan besar diambil 
perusahan-perusahaan asing yang mendominasi di dalam negeri. Devisa yang 
minim berakibat pada transaksi berjalan yang sebagian besarnya dibayarkan 
untuk utang luar negeri. Perbankan nasional konkordansi Syariat dan Pancasila 
diharapkan dapat memobilisasi dana ummat untuk dikelola secara optimal dan 
efisien dalam pengembangan sektor-sektor riil di masyarakat, yang 
mendatangkan devisa yang besar bagi negara, dan secara terhormat dapat 
merubah perilaku konsumen menjadi budaya produksi yang bermoral. Hal ini 
tentu saja sesuai dengan tuntutan Syariat dan amanat Pancasila. 
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6. Kontribusi Filsafat dan Politik 
Penekanan terhadap filsafat praktis dalam komponen filsafat, yang 
mencakup filsafat moral, filsafat teoretis, dan filsafat praktis, dalam penelitian 
ini dinamakan kajian filsafat tasyri empirikal. Filsafat tasyri ini berlandaskan 
pada argumen teologis yang terkait dengan konsep Tauhidullah sebagai 
landasan ontologis. Secara paradigmatik, filsafat tasyri empirikal berpijak pada 
paradigma hukum Ibn Taimiyyah, yaitu “a-haqiqah fi al-a’yan la fi al-
adzhan.”81 Hakekat yang paling otentik justeru ada pada realitas empirik, 
bukan pada realitas logik. Mengingat realitas empirik memiliki sifat berubah-
ubah, maka paradigma ibn Taimiyyah ini perlu mendapat penguatan dengan 
kerangka teoretis perubahan hukum (fatwa) Ibn al-Qayyim, yaitu “taghayarru 
al-fatwa wa ‘ihtilafiha bi hasbi taghayurri al-ajminati wa al-amkinati wa al-
ahwali wa an-niyati wa al-fawaid.”82 Bagaimana konfigurasi filsafat tasyri 
empirikal  dapat digambarkan di bawah ini. 
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81 Ibn Taimiyah, Minhaj, 243. 
82 Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muawaqi’in ‘an Rabbi al-‘Alamin, Juz III (Bairut: Daar al-Fikr, 
t.th.), 14. 
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Pertama-tama ekonomi Islam didasarkan pada teologi Islam sebagai 
landasan ontologis. Kemudian dirmuskan kerangka epistemologis berbasis 
filsafat teoretis, filsafat moral, dan filsafat praksis empirikal. Kerangka 
epistemologis ini, dengan ditopang oleh lembaga pendididikan yang bertugas 
untuk pengembangan ilmu-ilmu ekonomi Islam, dan ditopang pula oleh 
lembaga ijtihad yang menjalankan proses dinamik hukum ekonomi Islam, 
maka dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran ekonomi makro Islam. Suatu 
pemikiran yang melakukan fokus pada perumusan sistem ekonomi Islam yang 
mencakup sistem aplikasi, teori-teori ekonomi Islam dan metodologi. Sebagai 
suatu sistem, ekonomi Islam terkait pula dengan aspek yuridis konstitusional 
dan aspek kultural sosiologis. 
Filsafat tasyri empirikal saja sebagai suatu reformulasi filsafat hukum 
Islam tidak cukup dalam implementasi ekonomi Islam pada tataran praksis 
tetapi perlu dilakukan reformulasi politik hukum Islam pula. Jika filsafat tasyri 
empirikal bertugas melakukan kritik terhadap sistem yang sedang berlangsung 
dan sekaligus menawarkan alternatif konstruksi sistem, maka politik hukum 
Islam berperan dalam perwujudan, pengendalian dan stabilitas sistem. 
Berdasarkan perspektif filsafat tasyri empirikal atas kajian perbankan syariah 
nasional, politik hukum Islam memiliki peran dalam memberikan fokus 
perhatian terhadap fungsi sosial sistem perbankan syariah.  
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Sebagai landasan ontologis, konsep Tauhidullah dibangun berdasarkan 
argumen teologis dan argumen filosofis. Argumen teologis berdimensi 
monotheis, humanis dan sosiologis. Argumen monotheis meniscayakan bahwa 
tiada tuhan selain Allah SWT. Ajaran Islam disamping menyangkut 
Tauhidullah juga berkenaan dengan kemanusiaan (nubuwah). Bahkan, Islam 
mengajarkan konsep risalah dan kekhalifahan yang memberikan perhatian 
pada pembentukan sosio-kultur. Konsep Tauhidullah juga mendapat 
penegasannya berdasarkan argumen filosofis. Secara teoretis, ilmu bersumber 
dari Yang Satu, Allah SWT. Ilmu Islam dari hakikat Yang Satu menjadi 
landasan praktis aktualisasi Islam. Karena bersumber dari Allah SWT., ilmu-
ilmu Islam pada aktualisasinya berwatak moralis. Argumen teologis dan 
filosofis inilah yang melandasi politik hukum Islam dalam kerangka kerja 
hubungan internasional, pelaksanaan ketatanegaraan, dan pengaturan bidang 
ekonomi. Dalam konteks Indonesia, politik hukum Islam memiliki peran 
menegakan sistem perbankan nasional, sebagai subsistem ekonomi nasional, 
berdasarkan tuntutan Syariat dan amanat Pancasila. Asas konkordansi ini telah 
menuntut politik hukum Islam memberikan pengutana terhadap fungsi sosial 
perbankan syariah. 
Selain institusi bisnis, perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 
Tahun 2008 memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial bank syariah dikaitkan 
dengan kondisi ekonomi Indonesia merupakan subjek penting filsafat tasyri 
empirikal. Secara struktur, akhirat (al-shalah) merupakan tujuan akhir umat 
Islam tetapi melalui optimalisasi kehidupan dunia (al-falah). Islam mendukung 
kepemilikan individu, sebagai amanah yang dititipkan Allah, tetapi untuk 
kemaslahatan umat.83 Pertanggungjawan umat dihadapan Allah SWT. bersifat 
individual tetapi dilihat dari tanggungjawab sosial. Islam mendukung 
pencarian material secara individu agar dari kelebihan material yang 
diperolehnya ia bersegera menunaikan zakat, infaq dan shadaqah dalam 
kerangka saling tolong-menolong (ta’awun). Menurut Harun Nasution, 
ekonomi Islam pada dasarnya bercorak sosialis dan religius.84 Pun pula Hassan 
Hanafi, filsuf Muslim kontemporer, dalam “Kiri Islam,” menawarkan konsep 
ekonomi Islam yang bercorak sosialis-religius. Kuntowijoyo menawarkan jalan 
tengah antara sistem sosialis dan sistem kapitalis.85 Dawam Raharjo 
menyatakan, ekonomi Islam itu mendayung di dua karang, yaitu antara sosialis 
dan kapitalis.86 Mahatir Muhammad juga populer dengan konsep yang ia 
rumusakan, yakni “Membangun Jalan Tengah Islam.” Guru besar filsafat 
ekonomi Islam, Juhaya S. Praja memiliki pandangan yang senada, ia 
mengusulkan “sistem ekonomi moderat” yang tidak Barat dan tidak Timur. 
Perlu membuat sintesis dari dua kekuatan ekonomi yang positifnya dengan 
semangat dan api akidah dan syariah Islam.87 
Kajian ini menghendaki diselenggarakannya “Bank Sosial Islam.” Tentu 
saja membutuhkan penahapan (tadrij) dalam perwujudannya. Fungsi sosial 
perbankan syariah pada dasarnya dapat dikembangkan melalui political will 
dan regulasi dengan mengembangkan perbankan berbasis ekonomi zakat. 
                                                          
83 Kuntowijoyo, Identitas Politik Umat Islam, (Bandung: Mizan, 1997), 79-89. 
84 Harun Nasution, Islam Rasional, 228. 
85 Kuntowijoyo, Identitas Politik, 79-89. 
86 Rahardjo, Ekonomi Politik Pembangunan (Jakarta: LSAF, 2012), 3. 
87 Juhaya S. Praja, Ekonomi Syariah, 40. 
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Suatu upaya mengembalikan fungsi zakat pada wilayah ekonomi publik.88 Di 
bawah ini merupakan usulan struktur institusional perbankan syariah yang 
berdimensi sosial. 
 
Bagan 
Struktur Institusional Perbankan Syariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setidaknya, ada tiga pilar utama operasi politik ekonomi Islam dalam 
menyikapi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Pertama, 
penguatan hubungan internasional Islam melalui kerja-kerja diplomasi 
(mu’ahadah) bagi agenda-agenda kepedulian sosial berlandaskan Tauhid al-
Ummah.89 Kedua, pelaksanaan ketatanegaraan dengan political will 
pengembangan sistem perekonomian yang berkeadilan demi terwujudnya 
“Negara Fadillah” (al-Farabi) terlebih lagi “Negara Madinah” (Civil Society) --
seperti pernah dibangun oleh Rasulullah Saw. Ketiga, penggalian tradisi 
ekonomi etis-moralis dalam sosio-kultur lokal sebagai operasi pengembangan 
teori-teori ekonomi Islam, yang aplikasinya bagi perbankan syariah dapat 
menjamin terciptanya kesejahteraan lahir dan batin masyarakat Indonesia 
seutuhnya.  
 
                                                          
88 M. Anton Athoillah, Ekonomi Zakat (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015).   
89 Lihat konsep Tauhid Ummah Wahab Afif. Juhaya S. Praja, Teori Hukum, 161-166. 
Penghimpunan 
Dana 
Sekolah Ekonomi 
Islam 
Bank Syariah 
Ber-Pancasila 
Dewan Pengawas 
Syariah 
Otoritas Jasa 
Keuangan Syariah 
Dewan Akuntan 
Syariah 
DSN-MUI 
Bank Sentral 
Islam Indonesia 
Forum Internasional 
Islam 
Produk Perbankan 
MASYARAKAT 
Peradilan Niaga 
Syariah 
Akuntan Publik 
Syariah 
Penyaluran Dana 
Zakat, Infak, Shadaqah, 
CSR 
Pendidikan,  
Sosial, Budaya,  
Pariwisata,  
Ekonomi Produktif 
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F. Penutup 
Kesimpulan penelitian ini sebagai berikut: 
1. Hakikat ekonomi Islam sebagai sublimasi prinsip-prinsip ekonomi syariat 
sebenarnya hendak berdialog dengan gejala-gejala ekonomi ummat dalam 
konteks ruang dan waktu dalam mengatasi kelangkaan ilmu-ilmu ekonomi 
Islam kontemporer. 
2. Realitas gerakan perekonomian dunia internasional Islam menandai 
pergeseran pemikiran ekonomi Islam ke islamisasi institusi ekonomi dalam 
mekanisme pasar global yang telah mendorong ratifikasi pembentukan 
undang-undang perbankan syariah nasional. 
3. Penegakan sistem perbankan syariah nasional mengalami inefektifitas.  
Sebab, pembentukan undang-undang tanpa pertimbangan sosio-kultur 
masyarakat. Substansi hukum menyisakan ketimpangan dengan benak 
masyarakat. Struktur hukum tak terhindarkan dari adanya overlapping 
struktural. Kultur hukum relatif tidak mendapat dukungan basis sosio-
kultur lokal.  
4. Dinamika fatwa sharia compliance paling polemis dikembangkan 
berdasarkan mustafti kalangan pebisnis perbankan syariah yang 
menghendaki kebolehan penyaluran pembiayaan dengan pengakuan 
keuntungan metode anuitas, praktis perbankan syariah bergerak secara 
agresif dalam melapangkan jalan semakin terbentuknya periaku budaya 
konsumsi barang di masyarakat. 
5. Asas konkordansi esensial antara Islam (sebagai agama) dan Pancasila 
(sebagai ideologi). Karena eksistensi keduanya sama-sama mensejarah pula, 
maka sering membuka pertentangan politik. Namun, untuk kasus ekonomi 
timbul perspektif baru relasi Islam dan negara di Indonesia. 
6. Falsafat al-tashri’ empirikal mereduksi prinsip-prinsip syariat sebagai 
entitas sosial yang menganjurkan implementasi perbankan syariat 
menguatkan fungsi sosialnya. Sedangkan siya>sah shar’i menjamin 
perkembangan perbankan syariah reduktif untuk kondisi sejahtera 
masyarakat Indonesia seutuhnya. 
 
Rekomendasi penelitian ini sebagai berikut: 
1. Perbanyak insentif pendidikan, riset dan pengkajian, desain laboratorium, 
pengembangan kurikulum ilmu ekonomi syariat dan sebagainya. 
2. Restrukturisasi sistem perbankan syariah secara keseluruhan mencakup 
struktur otonomi lembaga-lembaga, seperti Bank Sentral Islam, Otoritas 
Jasa Keuangan Syariah, Pengadilan Niaga Syariah dan Standar Akuntansi 
Syariah. 
3. Penguatan lembaga ulama untuk merumuskan pengaturan fungsi sosial 
bank syariah dalam mobilisasi zakat, infak dan shadaqah, termasuk CSR, 
bagi penyaluran produktif pada sektor-sektor riil UKM dengan program-
program pendampingan secara profesional. 
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